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ABSTRAK

Politik rekognisi muncul karena ada persoalan salah
pengakuan atau tidak ada pengakuan yang berkaitan dengan adanya
dominasi budaya, simbol agama, dan ketidakadilan lainnya (sosial,
ekonomi, politik, dan hukum) sehingga diperlukan perjuangan untuk
mendapatkan pengakuan. Penelitian ini mengungkap realitas sosial
masyarakat dan legal-formal atas keterlibatan perempuan dan etnik
Tionghoa dalam ruang politik di Indonesia dan juga keterpilihan
perempuan Tionghoa nonmuslim menjadi Kepala Daerah Kota
Singkawang tahun 2017-2022. Selanjutnya, penelitian ini mengulas
relasi budaya dan proses politik dalam tahapan kandidasi serta
membahas mengenai resiprokal rekognisi setelah menjadi kepala
daerah dalam penguatan keberagaman.

Penelitian kualitatif ini menggunakan bingkai teoretis dan
kerja lapangan. Penelitian dengan pendekatan studi kasus intrinsik
dan sosiolegal ini dilakukan dengan teknik pengumpulan datanya
melalui dokumentasi, catatan arsip, wawancara, observasi langsung,
dan artefak fisik. Analisis datanya dilakukan melalui tahapan
kondensasi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Lokasi penelitian dilakukan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasca-Reformasi
telah membuka ruang politik secara terbuka bagi perjuangan politik
rekognisi atas perempuan dan etnik Tionghoa di Indonesia.
Perjuangannya secara konstitusional telah dilakukan sejak masa
kemerdekaan hingga pasca-Reformasi, bahkan terlibat secara
langsung. Keterpilinan kepala daerah perempuan Tionghoa
nonmuslim di Kota Singkawang tahun 2017 di tengah mayoritas
muslim muncul karena masyarakat Singkawang yang sudah terbuka
dengan perbedaan sehingga potensi dari keterpilihan tersebut
didasarkan atas faktor 1) karisma individu; 2) akomodasi perundang-
undangan di Indonesia yang mempertegas narasi gender atau paritas
partisipatori, khususnya mengenai pilkada; 3) persilangan kekuatan
etnis, agama, dan gender (cross-cutting power); 4) dukungan dari
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gabungan partai politik; 5) mobilisasi uang dan jaringan. Dari
kepemimpinannya tersebut, Kota Singkawang menjadi Kota
Tertoleran di Indonesia dan kemunculan perempuan Tionghoa
nonmuslim menjadi Kepala Daerah di Kota Singkawang tahun
2017-2022 adalah fakta dari living rekognisi.

Kata Kunci: Politik Rekognisi, Kota Singkawang, Kepala Daerah,
Perempuan Tionghoa Nonmuslim
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ABSTRACT

Politic of recognition appeared due to inappropriate
recognition or the absence of it with regard to culture domination,
religious symbols and other unfairness (socially, economiallys,
politically and lawfully) from which struggle was needed. This study
reveals the society’s reality and its legal-formal of the involvement
of women and the Chinese in Indonesian politics and the electability
of non-muslim female Chinese a mayor of Singkawang City of 2017-
2022. The research also discusses culture relation and political
process during candidate appointment, and talks about reciprocal
recognition following her election for a diversity strength purpose.

This qualitative study employed both theoritical and field
frameworks. Applying intrinsic case study and socio-legal
approaches, the data were collected through documentation, filing,
interview, direct observation and physical artefact. It was analysed
under data condensation, data display and conclusion
drawing/verification steps. The research took place in Singkawang
City, West Kalimantan.

The results shows that post-reform has widely opened political
space for recognition of Indonesian women and Chinese. Their
institutional struggle has begun since the independence of the nation
till it reached the goal during the post-reform era in which they
actively involved. The welcoming attitude of the Muslim majority
made a female Chinese non-muslim a mayor of Singkawang a
reality; and the electability is because of the following factors: 1)
individual charisma; 2) the Indonesian institution accomodating
gender naration or parity participatory on local head in particular; 3)
ethnic, religion and gender cross-cutting power; 4) poilitical party-
collaboration support; 5) money and network mobilisation. The non-
muslim Chinese female winning a myor makes Singkawang the
Indonesian most tolerant city, and, at the same time, reveals that
living recognition is a fact.

Key Words: Politic of Recognition, Singkawang City, Mayor, Non-
Muslim Chinese Female
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KATA PENGANTAR

Asalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Dengan mengucapkan bismillah ‘I-rahman ‘I-rahim, selesainya
penulisan disertasi ini tidak terlepas dari pertolongan kasih dan
sayangnya Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat yang pantas saya ucap
adalah alhamdulillah rabb ‘I-‘alamin”. Salah satu bentuk nikmat-Nya
adalah dapat menyelesaikan dengan tuntas disertasi yang saya tulis
dengan judul Politik Rekognisi di Indonesia: Representasi
Perempuan Tionghoa Nonmuslim Menjadi Kepala Daerah Kota
Singkawang. Selawat dan salam juga disampaikan kepada Nabi
Muhammad saw., serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir
zaman. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Darimin Lubis al-
maghfirlah dan lbu Asliah yang sangat saya cintai, terima kasih
sebanyak-banyaknya karena telah mendoakan dan memberikan
dorongan motivasi dalam setiap langkah saya.

Perjuangan yang sangat panjang dilalui untuk dapat melanjutkan
dan menyelesaikan kuliah doktoral di UIN Sunan Kalijaga adalah suatu
kebanggaan tersendiri. Bekerja serabutan untuk dapat membayar SPP
dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan perkuliahan merupakan
sesuatu yang sangat berat bagi saya. Namun, hal tersebut tidak
menyurutkan kegelisahan saya untuk dapat meneliti topik ini. Penelitian
ini sudah saya lakukan sejak tahun 2016-2017 dengan modal
pengamatan saya terkait realitas politik yang terjadi saat itu. Pada tahun
tersebut, secara nasional saya tidak sekadar mengamati realitas politik
nasional, tetapi saya juga merespons apa yang terjadi di beberapa media
elektronik online dalam bentuk opini. Saya melihat bahwa tidak sedikit
penolakan yang terjadi dari beberapa masyarakat muslim pada saat
Ahok sebagai Tionghoa nonmuslim kembali mencalonkan diri menjadi
Gubernur DK Jakarta tahun 2017. Pengaruh penolakan tersebut sangat
berdampak hingga aras lokal, termasuk di daerah kelahiran saya,
Kalimantan Barat. Lebih-lebih, saya sangat paham betul bahwa
Kalimantan Barat adalah wilayah mayoritas penduduk muslim dan
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rawan konflik horizontal. Dari situ, saya menemukan satu keunikan
bahwa pada pilkada Kota Singkawang tahun 2017 yang merupakan
bagian dari Kalimantan Barat dengan mayoritas penduduknya ialah
muslim, terdapat calon kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim
dan berhasil menjadi kepala daerah terpilih. Untuk itu, ketika menjadi
mahasiswa S-3 Doktor di UIN Sunan Kalijaga tahun 2019, saya
memutuskan untuk memilih topik mengenai politik rekognisi di
Indonesia dan mengulas lebih dalam lagi mengenai representasi
perempuan Tionghoa nonmuslim menjadi kepala daerah.

Selama proses perkuliahan berlangsung, selain  harus
menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kuliah, saya juga mengamati
perkembangan politik yang terjadi dari tingkat nasional hingga lokal
Kalimantan Barat, baik terlibat langsung sebagai aktivis organisasi
dalam merespons kebijakan pemerintahan di Indonesia dan Kalimantan
Barat maupun membaca beberapa literatur dan berita melalui media
online yang berhubungan dengan kebijakan hukum dan politik nasional
serta lokal di Kalimantan Barat sekitar tahun 2016-2019. Segala
informasi yang terkumpul inilah saya siapkan untuk dijadikan sebagai
penelitian: sebagian telah saya publikasi dalam bentuk artikel jurnal,
baik nasional maupun internasional, kemudian temuan tersebut saya
ulas dan dialogkan dengan disertasi yang saya tulis hingga selesai.

Disertasi yang telah ditulis ini diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memperoleh
gelar Doktor Studi Islam. Untuk itu, ucapan terima kasih yang tidak
terhingga kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung atau tidak
langsung, secara individu dan institusi ketika penulisan disertasi saya
sampaikan. Terima kasih setinggi-tingginya kepada yang terhormat
kedua promotor saya, Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. dan Dr. Abdur
Rozaki, M.A. yang senantiasa memberikan waktu luangnya untuk
membimbing, memberikan masukan, mendampingi, mengarahkan,
mengapresiasi, dan memotivasi saya dengan segenap pikiran,
kesabaran, dan konsistensinya dalam penyelesaian disertasi ini. Terima
kasih sebesar-besarnya juga kepada beliau-beliau yang terhormat atas
kebijakan, arahan, dan pertimbangan lainnya sehingga ilmu yang
diperoleh ini menjadi berkat dan manfaat.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan agama, etnisitas, dan gender di Indonesia hingga saat ini
masih menjadi masalah krusial terkait politik, termasuk di Kalimantan
Barat, seperti masyarakat tidayu (Tionghoa, Dayak, dan Melayu) yang
merupakan kelompok etnis terbesar di Kalimantan Barat. Setiap
kelompok etnis tersebut memiliki kepercayaan agama masing-
masing.! Hal ini dapat memengaruhi dinamika politik dan proses
perubahan sosial. Oleh sebab itu, masyarakat tidayu merupakan
bagian dari sumber daya yang potensial,> seperti penguatan pola
identifikasi ethno-religious yang berkaitan dengan solidaritas dan
cenderung mempertajam konflik horizontal.® Salah satunya dapat
ditandai dengan identifikasi muslim dan nonmuslim,* pribumi dan
nonpribumi. Penguatan identitas keagamaan dan primordialisme
dalam kacamata nasional secara konstelasi kelas ditandai dengan
perjuangan untuk mengislamkan konstitusi dan membatasi hak-hak

! Zaenuddin Hudi Prasojo, “Moderate Islam and the Social Contraction of
Multi-Ethnic Communities in the Hinterland of West Kalimantan,” Indonesian
Journal of Islam and Muslim Societies 2, no. 2 (2019): 223.

2 Zaenuddin Hudi Prasojo, “Social Change and the Contributions of the
Tionghoa, Dayak and Melayu (Tidayu) in West Kalimantan,” dalam Borneo
Studies in History, Society and Culture, ed. Victor T. King, Zawawi Ibrahim, dan
Noor Hasharina Hassan (Singapore: Springer Science+Business Media
Singapore, 2017), 427, 442.

3 Syarif Ibrahim Algadrie, Matahari Akan Terbit di Barat: Kumpulan
Karangan Terpilih Sejak 1986-2010 (Pontianak: Yayasan Insan Cita Kalimantan
Barat, 2008); Syarif Ibrahim Algadrie, Kalimantan dan Kalimantan Barat:
Potensi, Fenomena, dan Dinamika Sosial Budaya dan Politik dan Tantangan ke
Depan (Pontianak: Yayasan Insan Cita Kalimantan Barat, 2011).

4 Zaenuddin Hudi Prasojo, “Indigenous Community Identity within
Muslim Societies in Indonesia: A Study of Katab Kebahan Dayak in West
Borneo,” Journal of Islamic Studies 22, no. 1 (2011): 50-65.
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nonmuslim.® Lebih dari itu, pada konteks yang senada adalah
kebencian terhadap orang Tionghoa dan Kristen makin mengkristal,
khususnya persoalan “anti-Cina” yang mulai tumbuh kembali pada
kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode tahun 2014-2019,
selain daripada masalah investasi, juga masalah anti komunis.® Bisa
jadi, menurut Terry Lovell,” pandangan tersebut dikatakan ingin
mewujudkan sebuah struktur dan hubungan ekonomi serta perbedaan
budaya yang dilembagakan dalam tatanan status.

Pola penguatan identifikasi ethno-religious akan berdampak
pada dinamika sosial masyarakat dengan ditandainya representasi,
interpretasi, dan komunikasi,® yang tentunya dapat merambat dalam
ruang politik, seperti diskursus kepemimpinan perempuan dalam
Islam dan kepemimpinan etnis Tionghoa (nonmuslim), khususnya di
Indonesia sebagai penduduk mayoritas muslim.

Hal tersebut memberikan ruang untuk lebih mengulas
pembahasan mengenai pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut
pilkada) di Kota Singkawang pada tahun 2017 atas keterpilihan
pasangan Tjhai Chui Mie dan H. Irwan (2017-2022).° Penting
diketahui bahwa Tjhai Chui Mie merupakan seorang perempuan
Tionghoa nonmuslim yang menjadi Kepala Daerah Singkawang di
tengah penduduk mayoritas muslim. Kemunculannya sejurus dengan
menguatnya gerakan islamisme pada politik nasional dan regional

5 Samsul Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik
Agama di Indonesia, Ed. revisi. (Yogyakarta: CRCS, 2018), 1-9, 11-36, 37-71,
73-109.

® Greg Fealy, “Bigger than Ahok: Explaining the 2 December Mass
Rally,” Indonesia at Melbourne, 7 Desember 2016, diakses 31 Mei 2020,
https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/bigger-than-ahok-explaining-
jakartas-2-december-mass-rally/.

" Terry Lovell, “Introduction,” dalam (Mis)Recognition, Social Inequality
and Social Justice: Nancy Fraser and Pierre Bourdieu, ed. Terry Lovell
(London, New York: Routledge, 2007), 4.

8 Nancy Fraser, Justice Interruptus: Critical Reflections on the
“Postsocialist” Condition (New York, London: Routledge, 1997), 14.

® Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor:
14/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Singkawang Tahun 2017.
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Kalimantan Barat. Di sisi lain, dalam kajian politik menurut Eric
Hiariej dan Kristian Stokke,'® metode dan prosedur memilih
representasi politik cenderung menjadi proyek kajian tentang
demokrasi (atau bagian dari proses demokratisasi). Ranah tersebut
cenderung mengabaikan isu yang berhubungan dengan kekuasaan
antara berbagai kelompok dan kelas masyarakat sehingga berdampak
pada pengabaian diskursus mengenai kesejahteraan yang dihadapi
masyarakat secara umum.

Persoalan keterlibatan perempuan dan etnis Tionghoa dalam
ruang politik di Indonesia selalu berada pada arena yang kurang
menguntungkan. Sekadar contoh tentang hambatan partisipasi
perempuan dalam ruang politik seperti di Mesir pada pemilihan
parlemen tahun 2015, peran kelembagaan National Council for
Women!! belum maksimal,*? sistem kuota parlementer di dalam
perundang-undangan (Egpytian legal/constitutional framework) tidak
menguntungkan, dan masalah sosial-budaya di Mesir. Setelah itu, di
negara Afganistan adanya faktor ideologis,*®* meskipun dalam Afghan
constitution Pasal 22 menyebutkan hak laki-laki dan perempuan
adalah setara. Negara bagian Yobe (negara bagian di Nigeria) juga
menghambat partisipasi perempuan dalam ruang politik,** meliputi
diskriminasi, kurangnya pendidikan yang memadai untuk perempuan,
masalah keuangan atau kemiskinan bagi perempuan, persoalan
agama-sosial-budaya, persoalan rumah tangga, minat politik yang

10 Eric Hiariej dan Kristian Stokke, “Introduction: Politics of Citizenship
in Indonesia,” dalam The Politics of Citizenship in Indonesia, ed. Eric Hiariegj
dan Kristian Stokke (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 2.

11 National Council for Woman (NCW) adalah salah satu lembaga
pemerintah di Mesir. Lembaga ini “mungkin” sepadan dengan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPI).

2 Amany A. Khodair dan Bassant Hassib, “Women’s Participation in
Egypt: The Role of the National Council for Woman,” International Journal of
Political Science and Development 3, no. 7 (2015): 326-337.

13 Muhammad Ibrahim dan Razia Mussarat, “Women Participation in
Politics: A Case Study of Afghan Women,” Journal of Public Administration
and Governance 4, no. 3 (2014): 433-447.

14 Ishaku Hamidu dan Mustapa Alhaji Ali, “Challenges of Women
Participation in Politics of Yobe State, Nigeria,” Sahel Analyst: Journal of
Management Sciences2 16, no. 4 (2018): 98-110.
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rendah, dan patrialkalisme. Setelah itu, negara Somalia,"® di Kota
Garowe (negara bagian Puntland) mengenai skema politik yang
berbasis klan. Pada kasus populisme Eropa, misalnya, populisme Kiri
di Spanyol (Podemos) dan populisme kanan di Finlandia (The Finns
Party)'® masih mencerminkan praksis politik yang dijiwai dengan
dominasi laki-laki dan konfrontatif.

Pemilihan Presiden RI pada Juni tahun 1999,'” pencalonan
Megawati sebagai calon presiden juga mendapatkan penolakan.
Begitu juga di aras lokal, contohnya, beberapa dari kalangan ulama
dayah di Kota Langsa'® menolak keterwakilan dari perempuan sebagai
pemimpin atau kepala daerah. Begitu juga dengan kasus di Kota
Tasikmalaya,™ terjadi hal yang sama karena faktor agama, sosial, dan
budaya. Di Provinsi Jambi,?® masih kuatnya struktur patriarki. Hal ini
bagi Nancy Fraser?* menggambarkan bahwa ketidakadilan gender
masih ditutupi oleh watak androsentrisme.

15 Mohamed Ahmed Abdi, Hellen K. Mberia, dan Willy Muturi,
“Determinants of Women’s Participation in Politics: A Case Study from Garowe
City Puntland-Somalia,” International Journal of Innovative Research and
Advanced Studies (IJIRAS) 3, no. 13 (2016): 166-170.

16 Johanna Kantola dan Emanuela Lombardo, “Populism and Feminist
Politics: The Cases of Finland and Spain,” European Journal of Political
Research 58, no. 4 (2019): 1108-1128.

17 Yunahar llyas, “Problem Kepemimpinan Perempuan dalam Islam:
Tinjauan Tafsir Al-Qur’an,” Tarjir 3, no. 1 (2002): 63-73; Siti Robikah,
“Kepemimpinan Politik Wanita dalam Perspektif Fatima Mernissi,” El-Hikam
12, no. 2 (2019): 289; Rahmani Timorita Yulianti, “Kepemimpinan Wanita di
Indonesia Perspektif Budaya dan Agama,” UNISIA: Jurnal IImu-llmu Sosial 27,
no. 52 (2004): 191; Yusuf Fadli, “Islam, Perempuan, dan Politik: Argumentasi
Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi,” Journal
of Government and Civil Society 1, no. 1 (2018): 43-44.

18 Muhajir, “Kepemimpinan dalam Islam,” Al-Qadha 5, no. 2 (2019): 9—
18.

19 Noneng Masitoh, “Gerakan dan Representasi Politik Perempuan di
Kota Tasikmalaya,” Palastren: Jurnal Studi Gender 9, no. 1 (2016): 226-227.

2 Zarfinayenti, “Partisipasi Perempuan dalam Politik: Studi Peran,
Peluang, dan Tantangan Perempuan dalam Politik di Provinsi Jambi Masa
Reformasi Sampai Sekarang (Pengalaman Beberapa Politisi Perempuan)”
(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), 233.

2l Nancy Fraser, “Social Justice in the Age of Identity Politics:
Redistribution, Recognition, and Participation,” dalam Redistribution or
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Penolakan lainnya tentang pemimpin nonmuslim,?? misalnya
keterwakilan etnis Tionghoa di Indonesia, seperti ditandai dengan
penolakan terhadap pemimpin Tionghoa nonmuslim. Beberapa
penelitian saya®® menyebutkan bahwa pada saat fenomena “Aksi Bela
Islam”, di dalamnya terdapat gagasan “NKRI Bersyariah” dan
“Khilafah”. Hal ini terjadi sebelum pemilihan Gubernur DKI Jakarta
pada tahun 2017 mengenai sosok Basuki Tjahaja Purnama (disapa
Ahok) sebagai calon gubernur nonmuslim beretnis Tionghoa,?* yang
dianggap sebagai etnis minoritas dan nonpribumi di Indonesia.?®

Pembahasan tersebut mengulas bahwa perempuan, etnis
Tionghoa, dan nonmuslim masih mengalami penolakan dan hambatan
dari aspek sosial masyarakat. Untuk itu, persoalan representasi,
penafsiran, dan komunikasi merupakan faktor penting dalam
persoalan ketidakadilan.?® Penjelasan tersebut memberikan sudut
pandang bahwa keterwakilan perempuan dan etnis Tionghoa di
Indonesia masih cenderung mengalami hambatan yang cukup serius
dalam ruang politik.

Recognition? A Political-Philosophical Exchange, ed. Nancy Fraser dan Axel
Honneth, terj. Joel Golb, James Ingram, dan Christiane Wilke (London, New
York: Verso, 2003), 20-21.

22 Mary Silvita, “Presiden Non-Muslim dalam Komunitas Masyarakat
Muslim,” Jurnal Islamica 7, no. 1 (2012): 47; Abu Tholib Khalik, “Pemimpin
Non-Muslim dalam Perspektif Ibnu Taimiyah,” Analisis: Jurnal Studi Keislaman
14, no. 1 (2014): 60.

23 Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, “Rethinking the Book of Al-
’Aql Al-Siyasi Al-’Arabi and Indonesian Political Phenomenon,” Jurnal
Penelitian 17, no. 1 (2020): 67-80; Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis,
“Religious Nation State: Bahtiar Effendy and Islamic Political Thought,” Millah:
Jurnal Studi Agama 19, no. 2 (2020): 167-198; Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani
Lubis, “Contestation on Political Space between Islamism and Islamic Group in
Presidential Election 2019,” Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 20, no. 2 (2020).

24 Muzayyin Ahyar dan Alfitri, “Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and
the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age in Indonesia,”
Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 9, no. 1 (2019): 4.

2 M. D. La Ode, Trilogi Pribumisme: Resolusi Konflik Pribumi dengan
Non Pribumi di Berbagai Belahan Dunia (Jakarta: Komunitas Ilmu Pertahanan
Indonesia, 2018).

% Nancy Fraser, “From Redistribution to Recognition? Dilemmas of
Justice in a ‘Post-Socialist’ Age,” New Left Review, no. 212 (1995): 71.



Topik penelitian ini membahas politik rekognisi yang muncul
akibat persoalan tidak adanya pengakuan atau salah pengakuan
(misrecognition)?’ atas partisipasi perempuan dalam ruang politik. Hal
lainnya mengenai penindasan pada ras tertentu dan keagamaan
tertentu dalam persoalan multikulturalisme. Karena itu, bagi Lydia
Lewis,?® politik rekognisi sangat berkaitan dengan dominasi budaya,
simbol keagamaan, dan ketidakadilan (baik sosial, ekonomi, maupun
representasi politik). Hal tersebut menghendaki perlunya perjuangan
untuk mendapatkan pengakuan? secara paritas partisipatif, integritas,
dan kebutuhan vital sebagai manusia,® baik itu di institusi negara
maupun pranata sosial (Islam).

Sistem hukum tata negara di Indonesia menegaskan bahwa
politik rekognisi terhadap warga negara telah terakomodasi di dalam
konstitusi, disebut juga sebagai “paritas partisipatif”3!. Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) berbunyi, “Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya”. Di luar itu, meskipun perempuan mendapat pengakuan
yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, pada kenyataannya
ketimpangan dan subordinasi selalu muncul,®® baik secara sosial,
politik, agama, maupun budaya, dengan upaya mengingkari hak-hak
perempuan.

27 Charles Taylor, “The Politics of Recognition,” dalam Multiculturalism:
Examining the Politics of Recognition, ed. Amy Gutmann (Princenton, New
Jersey: Princenton University Press, 1994), 25, 36, dan 37.

28 Lydia Lewis, “Politics of Recognition: What Can a Human Rights
Perspective Contribute to Understanding Users’ Experiences of Involvement in
Mental Health Services?” Social Policy & Society 8, no. 2 (2009): 257-274.

29 Axel Honneth, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of
Social Conflicts, terj. Joel Anderson (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press,
1995); Axel Honneth, “Integrity and Disrespect: Principles of a Conception of
Morality Based on the Theory of Recognition,” Political Theory 20, no. 2 (1992):
187-201.

% Nancy Fraser, “Recognition without Ethics?” Theory, Culture &
Society 18, no. 2-3 (2001): 21-42; Honneth, “Integrity and Disrespect,” 188—
192; Taylor, “The Politics of Recognition,” 26.

31 Fraser, “Social Justice,” 42.

32 Taylor, “The Politics of Recognition,” 63.
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Permasalahan tersebut berhubungan dengan penjelasan
sebelumnya mengenai keterwakilan perempuan Tionghoa nonmuslim
menjadi kepala daerah di Kota Singkawang. Misalnya, hasil
wawancara dari beberapa masyarakat Nahdlatul Ulama menjelaskan
bahwa tidak menutup kemungkinan upaya untuk menghambat
partisipasi perempuan di ruang politik terjadi pada saat pilkada tahun
2017 di Kota Singkawang, baik dengan mengatasnamakan agama,
etnis, maupun gender.®® Identifikasi etno-religious cenderung
menguat®* dan mengalami pro-kontra dengan memunculkan konflik
dalam ruang politik®® seperti keterwakilan Tjhai Chui Mie sebagai
perempuan, Tionghoa,*® (Hakka),®” nonmuslim,® yang menjadi

33 Wawancara, Ghazali, melalui pesan WhatsApp dan pertemuan
langsung di Kota Singkawang.

3 Imtiyaz Yusuf, “Managing Religious and Ethnic Diversity for Peace
and Harmony: Islam and Buddhism in The Malay World of South East Asia,”
Journal of Malay Islamic Studies 1, no. 2 (2017): 129-140.

% Imtiyaz Yusuf, “The Southern Thailand Conflict and the Muslim
World,” Journal of Muslim Minority Affairs 27, no. 2 (2007): 324.

3% JIstilah “Cina” disematkan seperti mempunyai kesan merendahkan,
terasa kasar, dan mengandung arti penghinaan. Bahkan, di Jawa untuk
memperhalusnya sebagai kesan sopan disebut dengan kata cinten. Hari
Purwanto, Cina Khek di Singkawang, ed. ke-2 (Depok: Komunitas Bambu,
2014), 114-122. Lebih tepatnya, penulis menggunakan istilah “Tionghoa” di sini
mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan
Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/PRES.KAB/6/1967,
Tanggal 28 Juni 1967.

37 Istilah “Hakka” digunakan sebagai salah satu nama “klan” dan “suku
bangsa” di negara Cina. Purwanto, Cina Khek di Singkawang; M. Ikhsan
Tanggok, Agama dan Kebudayaan Orang Hakka di Singkawang (Jakarta:
Kompas, 2017). Sebagian besar etnis Tionghoa di Kalimantan Barat berasal dari
daerah Provinsi Guangdong, Cina bagian selatan, yang merupakan komunitas
kelompok berbahasa “Hakka”. Mary Somers, Penambang Emas, Petani dan
Pedagang di “Distrik Tionghoa” Kalimantan Barat (Jakarta: Yayasan Nabil,
2008); Purwanto, Cina Khek di Singkawang, 154. Umumnya pemerintah
kolonial Hindia Belanda menyebut “Hakka” sebagai “Khek”. Any Rahmayani,
Pemukiman Tionghoa di Singkawang dari Masa Kongsi hingga Masa Kolonial
(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 18.

38 Hasil pelacakan Kurniawati Hastuti Dewi mengenai agama Tjhai Chui
Mie menunjukkan, “She believes in Confucianism, although her identity card
states she is e Buddhist ”. Kurniawati Hastuti Dewi, “Chinese Indonesian Women
in Local Politics: The Political Rice Tjhai Chui Mie in Singkawang,” Asian
Women 35, no. 2 (2019): 58.
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kepala daerah pertama di Kota Singkawang periode tahun 2017-2022,
bahkan di Indonesia. Hal ini bersamaan hadir saat polemik Ahok
sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 sehingga
penting untuk menjadi sorotan dalam kajian politik rekognisi di
Indonesia.

Kota Singkawang pernah mengalami beberapa peristiwa terkait
hubungan beragama, seperti 1) kasus pelemparan bom molotov di
Vihara Budi Dharma Singkawang pada tahun 2016;%° 2) perayaan Cap
Go Meh yang ditandingi dengan pawai akbar dalam rangka maulud
Nabi Muhammad saw. oleh organisasi Komite Nasional Pemuda
Indonesia (selanjutnya disebut KNPI) dan Front Pembela Islam
(selanjutnya disebut FPI) Kota Singkawang;*® 3) beredarnya kalender
berlogo “Palu Arit” (identik dengan logo partai komunis), yang
sebagian kecil kalender tersebut dibagikan oleh Tjhai Cui Mie (saat
menjabat sebagai anggota DPRD Singkawang periode 2014-2019);*
4) sebelum itu, pernah juga terjadi pada tahun 2008 mengenai tulisan
Hasan Karman (Kepala Daerah Kota Singkawang periode tahun
2007-2012), yang mengatakan bahwa pada masa kolonial,
sekelompok orang Melayu adalah perompak.*? Hal tersebut
meniscayakan bahwa terdapat beberapa masyarakat yang masih belum
terbuka secara sosiokultural, adanya stereotipe yang tinggi,

3 Yohanes Kurnia Irawan, “Wihara di Singkawang Dilempar Botol
Diduga Bom Molotov,” Kompas.com, 14 November 2016, diakses 14 Desember
2019,
https://regional.kompas.com/read/2016/11/14/16333331/vihara.di.singkawang.
dilempar.botol.diduga.bom.molotov?page=all.

40 Joko Tri Haryanto, “Interaksi dan Harmoni Umat Beragama,”
Walisongo 20, no. 1 (2012): 226-227.

41 Novi Saputra, “Bagikan Seribu Kalender Berlambang Palu Arit, Ini
Tanggapan Dewan Singkawang,” Tribun Pontianak, 30 Juni 2016, diakses 16
Desember 2018, https://pontianak.tribunnews.com/2016/06/30/bagikan-15-ribu-
kalender-yang-berlambang-palu-arit-ini-tanggapan-dewan-singkawang.

42 Agni Malagina, “Singkawang: Kami Juga Ingin Hidup Tenang”. 27
November 2010, diakses 14 Desember 2019,
https://staff.blog.ui.ac.id/agni.malagina/2010/11/27/singkawang-kami-juga-
ingin-hidup-tenang/.


https://regional.kompas.com/read/2016/11/14/16333331/vihara.di.singkawang.%20dilempar.botol.diduga.bom.molotov?page=all
https://regional.kompas.com/read/2016/11/14/16333331/vihara.di.singkawang.%20dilempar.botol.diduga.bom.molotov?page=all
https://staff.blog.ui.ac.id/agni.malagina/2010/11/27/singkawang-kami-juga-ingin-hidup-tenang/
https://staff.blog.ui.ac.id/agni.malagina/2010/11/27/singkawang-kami-juga-ingin-hidup-tenang/
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etnosentris, misrekognisi, kecemburuan sosial, ekonomi, dan lainnya
yang memicu kesenjangan.*?

Kota Singkawang menjadi lokasi penting dalam penelitian ini
karena dihuni oleh mayoritas penduduk muslim.* Jika mayoritas
penduduk beragama Islam, pandangan keagamaan akan memberikan
pengaruh bagi masyarakat.*®> Pengaruhnya berasal dari pandangan dan
persepsi ulama.*® Jumlah keberadaan penduduk Kota Singkawang
secara mayoritas adalah etnis Tionghoa.*’ Di sisi lain, dari sejumlah
pengakuan masyarakat tidayu, Melayu identik dengan Islam, ibarat
“dua sisi mata uang”, sehingga orang Dayak dan Tionghoa yang
memeluk agama Islam disebut sebagai orang Melayu.*® Istilah ini
sudah menjadi rahasia umum dalam masyarakat tidayu (akan
dijelaskan pada bab 2).

Informasi mengenai komposisi pemilih pada pilkada Kota
Singkawang tahun 2017, sebanyak 79.018 pemilih laki-laki dan
78.153 pemilih perempuan.”® Calon kepala daerah secara gender

4 Amalia Irfani, “Pola Kerukunan Melayu dan Tionghoa di Kota
Singkawang,” Al-Hikmah 12, no. 1 (2018): 12.

44 Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010, Provinsi Kalimantan
Barat, “Penduduk menurut Wilayah dan Agama yang Dianut Provinsi
Kalimantan Barat,” diakses 14 Desember 2019, www.sp2010.bps.go.id.

45 Fadli, “Islam, Perempuan, dan Politik,” 43.

4 Sunarwoto, “Ulama, Fragmentasi Otoritas, dan Imajinasi Negara-
Bangsa: Studi Kasus Pontianak,” dalam Ulama, Politik, dan Narasi
Kebangsaan: Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-Kota Indonesia, ed.
Ibnu Burdah, Najib Kailani, dan Munirul Ikhwan (Yogyakarta: Pusat Pengkajian
Islam Demokrasi dan Perdamaian (PusP1DeP), 2019), 339.

47 M. D. La Ode, Etnis Cina Indonesia dalam Politik: Politik Etnis Cina
Pontianak dan Singkawang di Era Reformasi 1998-2008 (Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia, 2012), 18.

48 Hal ini pernah dibahas saat peneliti menjadi peserta ketika seminar
sejarah yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Adab
(HIMADAB) STAI Sambas dengan tema “Potret Sejarah Kesultanan Melayu
Sambas: Eksistensi, Harapan, dan Tantangan Menuju Sambas Gemilang,” di
Aula Kantor Bupati Kabupaten Sambas, 25 Juni 2013. Dayak masuk Islam
menjadi orang Melayu. Yeti Manuakti, ldentitas Dayak: Komodifikasi dan
Politik Kebudayaan (Yogyakarta: LKiS, 2006). Tionghoa masuk Islam menjadi
orang Melayu. Dewi, “Chinese Indonesian Women,” 61.

49 Menurut data Model C1, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
“Pemilih dan Pengguna Hak Pilih”. Lihat selengkapnya pada


http://www.sp2010.bps.go.id/
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terdiri dari 2 calon wali kota dari laki-laki, yaitu Abdul Mutalib nomor
urut 3 dan Andi Syarif nomor urut 4, dan ada 2 calon wali kota dari
perempuan, yaitu Tjhai Nyit Kim nomor urut 1 dan Tjhai Chui Mie
nomor urut 2.°° Hal ini menjadi menarik untuk dibahas dalam kajian
politik rekognisi karena pemilih dan calon Kepala Daerah Kota
Singkawang secara gender adalah seimbang.

Rekognisi pada dasarnya membahas mengenai hak
kewarganegaraan, politik identitas, redistribusi, dan tuntutan untuk
mengantisipasi atau mengatasi konflik masa lalu.®® Untuk itu,
diskursus mengenai keterwakilan perempuan Tionghoa nonmuslim
sebagai Kepala Daerah Kota Singkawang periode tahun 2017-2022
tidak terlepas dari relasi antara berbagai kelompok dan kelas yang ada
dalam masyarakat. Respons dari masyarakat perlu diulas dalam
penelitian ini. Sekalipun itu memiliki perbedaan pandangan, tentu
dengan komunikasi melalui akar rumput dapat mendapatkan sebuah
pemaknaan yang berbeda dan baru dari masyarakat tidayu, misalnya
respons masyarakat muslim di Kota Singkawang. Ruang sosial
masyarakat perlu dijumpai dan didengar karena dalam perspektif
sosial, pengalaman dan afiliasi yang berbeda pasti ada di dalam
masyarakat tersebut® sebagai bentuk dari politik rekognisi. Jadi,
politik rekognisi terhadap keterwakilan kepala daerah perempuan
Tionghoa nonmuslim perlu penelusuran bolak-balik, baik dari sisi

https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/kalimantan_ barat/kota_singkawang,
diakses pada 8/24/2020.

%0 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor:
14/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Singkawang Tahun 2017.

51 Janice McLaughlin, Peter Philimore, dan Diane Rchardson,
“Introduction: Why Contesting Recognition?” dalam Contesting Recognition:
Culture, Identity and Citizenship, ed. Janice McLaughlin, Peter Philimore, dan
Diane Richardson (London, England: Palgrave Macmillan, 2011), 1.

%2 Iris Marion Young, Justice and the Politic of Difference (Princenton,
New Jersey: Princenton University Press, 1990), 119.


https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/kalimantan_%20barat/kota_singkawang
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afeksi, hak, maupun solidaritas,>® sebagai bagian dari afirmasi
kesalingpengakuan (mutual recognition).®*

Penelitian ini juga membahas faktor-faktor apa saja yang
muncul di balik keterpilihan Tjhai Chui Mie? Hal tersebut perlu
pemahaman lebih lanjut mengenai sosok kepala daerah perempuan
Tionghoa nonmuslim yang berjuang agar mendapatkan pengakuan
dalam ruang politik. Keberadaan jaringan etnik dapat mengantarkan
kajian politik rekognisi untuk mendalami aras sosial masyarakat dan
legal-formal di Kota Singkawang.

Berangkat dari permasalahan di atas, masyarakat tidayu di
Kalimantan Barat mengalami penguatan identifikasi ethno-religious.
Tentu hal ini mempunyai dua citra yang potensial, yaitu solidaritas dan
adanya kecenderungan mempertajam konflik horizontal, seperti
ditandai dengan identifikasi muslim dan nonmuslim, pribumi dan
nonpribumi, setempat dan pendatang. Hal tersebut berdampak pada
representasi, interpretasi, dan komunikasi. Sekali lagi ditegaskan
bahwa topik utama penelitian ini adalah politik rekognisi di Indonesia
yang mengulas keterwakilan perempuan dan etnis Tionghoa
nonmuslim dalam ruang politik di Indonesia. Masih di dalam episode
yang sama, pembahasan mengenai masyarakat tidayu di Kota
Singkawang sebagai penduduk mayoritas muslim muncul arus baru
pada pilkada di wilayah Kalimantan Barat. Arus baru tersebut adalah
keterwakilan perempuan Tionghoa nonmuslim yang secara resmi
menjadi kepala daerah pertama di Kalimantan Barat dan mungkin di
Indonesia dalam sejarah politik Indonesia modern. Persoalan
mengenai keterwakilan perempuan dan etnis Tionghoa (nonmuslim)
di tengah mayoritas muslim pada kenyataannya berada pada posisi
yang tidak menguntungkan dalam ruang politik di Indonesia. Hal ini
disebabkan adanya dinamika hukum Islam dan pranata sosial, baik
dari perspektif agama, sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun
perundang-undangan. Upaya untuk mengungkapkan fenomena dalam

%3 Honneth, The Struggle for Recognition, 92-130.

% Robert R. Williams, “Aristotle and Hegel on Recognition and
Friendship,” dalam The Plural States of Recognition, ed. Michel Seymour
(England, London: Palgrave Macmillan, 2010), 20-36.
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realitas sosial masyarakat dan legal-formal, secara khusus di Kota
Singkawang, yang berkaitan dengan representasi, interpretasi, dan
komunikasi terhadap keterwakilan Kkepala daerah perempuan
Tionghoa nonmuslim di Kota Singkawang periode 2017-2022, inilah
yang dimaksud sebagai pembahasan dalam politik rekognisi.®

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab beberapa persoalan yang telah dijelaskan pada
bagian latar belakang, diperlukan perumusan masalah ke dalam
beberapa pertanyaan berikut. Pertama, dinamika konteks seperti
apakah perempuan dan etnik Tionghoa nonmuslim mendapatkan
ruang dalam politik di Indonesia sehingga perempuan Tionghoa
nonmuslim terpilih menjadi Kepala Daerah Kota Singkawang? Kedua,
bagaimana relasi budaya dan proses politik yang berlangsung dari
proses keterpilihan tersebut? Ketiga, bagaimana resiprokal
rekognisinya setelah menjadi kepala daerah di Kota Singkawang
dalam penguatan keberagaman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyingkap realitas sosial masyarakat
dan legal-formal mengenai perempuan Tionghoa nonmuslim yang
terpilih menjadi kepala daerah di Kota Singkawang. Ada beberapa
bagian penting yang dapat digarisbawahi dalam penelitian ini sebagai
signifikansinya secara teoretis adanya pemetaan kajian politik
rekognisi. Pertama, walaupun penelitian ini tampak dipusatkan pada
kelompok muslim Singkawang, analisisnya tidak terlepas dari
perkembangan sejarah berkaitan dengan perjuangan perempuan dan
etnik Tionghoa di Indonesia. Selain itu, secara garis besar, penelitian
ini juga mengulas realitas masyarakat tidayu di Kalimantan Barat
umumnya dan Singkawang khususnya, dari masa pemerintahan
Hindia Belanda, pascakemerdekaan, hingga pascareformasi. Struktur
wilayah administrasi Singkawang juga dibahas dalam penelitian ini.

%5 penjelasan tentang politik rekognisi dibahas pada kerangka teori.
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Selanjutnya, melihat formasi politik di Kota Singkawang dalam
konteks kepala daerah.

Kedua, selain mengulas proses politik dan relasi budaya dalam
keterpilihan kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim, juga
menyelami dinamika politik di Indonesia pada 2016-2020 dan
dampaknya di Kalimantan Barat. Penelitian ini juga bermaksud untuk
mengetahui perjuangan perempuan Tionghoa nonmuslim untuk
mendapat pengakuan menjadi kepala daerah dan tahapan kandidasi
pada pilkada di Kota Singkawang juga dibahas di bagian ini.

Ketiga, respons masyarakat muslim dan tidayu sangat penting
untuk dipahami karena menurut hasil wawancara dengan Fahmi
sebagai aparatur sipil negara dan Kepala Bidang di lingkungan
Bappeda Kota Singkawang, setelah terpilihnya menjadi kepala daerah,
Singkawang mendapat julukan sebagai Kota Tertoleran dan Kota
Pusaka. Hal tersebut bersamaan dengan hadirnya penolakan Ahok
sebagai calon Kepala Daerah di DKI Jakarta, yang ditandai dengan
menguatnya identifikasi muslim dan nonmuslim, pribumi dan
nonpribumi, lokal dan pendatang, baik dalam politik nasional maupun
regional.

Signifikansi secara praktis dalam penelitian ini diharapkan
dapat menambah dan memperkaya studi Islam pada konsentrasi ilmu
hukum dan pranata sosial Islam, misalnya dijadikan sebagai materi
dalam mata kuliah kajian socio-legal. Artinya, penelitian ini
melengkapi riset sebelumnya dan menjadi rujukan peneliti
selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang keterlibatan perempuan dan etnis Tionghoa di
Indonesia dalam ruang politik belakangan ini banyak diminati oleh
para peneliti. Analisisnya dibangun dari berbagai macam pendekatan.
Misalnya, permasalahan mengenai keterlibatan perempuan dalam
ruang politik telah diulas dalam pendekatan studi Islam (fikih),>®

%6 Sekadar contoh karya Etin Anwar, Jati-Diri Perempuan dalam Islam,
terj. Kurniasih (Bandung: Mizan, 2017); Husein Muhammad, Figh Perempuan,
ed. ke-2 (Yogyakarta: IRCliSod, 2019).
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sosiopolitik, ekonomi, budaya, dan hukum.®’ Permasalahan mengenai
kemunculan etnis Tionghoa dalam ruang politik juga tidak kalah
menarik karena telah diulas dalam pendekatan studi Islam,
sosiopolitik,®® hukum, budaya, dan ekonomi,®® serta pertahanan-
keamanan.®® Penelitian tersebut telah menghendaki adanya
permasalahan yang sangat berakar mengenai keterlibatan perempuan
dan etnis Tionghoa di dalam ruang politik di Indonesia, meskipun di
dalam UUD tahun 1945 meniscayakan persamaan kedudukan baik
secara hukum maupun pemerintahan. Hanya saja, perbedaan dengan
penelitian sebelumnya adalah mengulas secara khusus dalam satu
topik pembahasan mengenai perempuan dan etnis Tionghoa di dalam
ruang politik di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini mengambil posisi

57 Sekedar contoh karya Kurniawati Hastuti Dewi, “Profiles, Statutes and
Performance of Female Local Leaders: Impact Study of Direct Local Elections,”
Indonesian Feminist Journal 3, no. 1 (2015): 39-59; Kurniawati Hastuti Dewi et
al., Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal, ed. Kurniawati
Hastuti Dewi (Jakarta: LIPI Pers, 2017); Kurniawati Hastuti Dewi, Modal,
Strategi, dan Jaringan: Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung,
ed. Kurniawati Hastuti Dewi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018);
Kurniawati Hastuti Dewi, Nyimas Latifah Letty Aziz, dan Sandy Nur Ikfal
Raharjo, Perempuan Kepala Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan
Berperspektif Gender di Indonesia (Jakarta: LIPI Pers, 2020); Kurniawati
Hastuti Dewi et al., Gender and Politics in Post-Reformasi Indonesia: Women
Leaders within Local Oligarchy Networks, ed. Kurniawati Hastuti Dewi
(Singapore, Jakarta: National Research and Innovation Agency (BRIN) and
Springer, 2022).

% Ahyar dan Alfitri, “Aksi Bela Islam.”

59 Sekadar contoh karya Choirul Mahfud, Manifesto Politik Tionghoa di
Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Beberapa peneliti lain juga
membahasnya dalam pendekatan studi Islam dan sosio-politk, Elia Tambunan,
“Islamisme, Kapitalisasi Ruang Kota, dan Gerakan Politik Masyarakat Urban:
Aliansi Ekonomi-Politik PKS, Kristen dan Tionghoa” (Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018); Hew Wai Weng, Berislam Ala Tionghoa:
Pergulatan Etnisitas dan Religiositas di Indonesia (Bandung: Mizan Pustaka,
2019); Daniel Peterson, Islam, Blasphemy, and Human Rights in Indonesia
(London, New York: Routledge, 2020); Lidya Christian Sinaga dan Septi
Satriani, “Politics of Identity and Anti-Chinese Sentiments in Indonesia,”
Indonesia Journal of Political Research 2, no. 1 (2021): 17-28.

80 Sekadar contoh, Nanto Sriyanto, Hubungan Indonesia-Cina dalam
Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara
(Jakarta: LIPI Pers, 2013).
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penting dalam kajian politik rekognisi untuk lebih diulas secara
mendalam dengan pendekatan studi kasus intrinsik dan sosiolegal.

Politik rekognisi menjadi term utama dalam penelitian ini.
Penelitian politik rekognisi masih sangat minim sekali dibahas sebagai
topik utama oleh para peneliti di Indonesia, tetapi kajian politik
rekognisi telah muncul dalam wujud lain. Misalnya, penelitian Zainal
Abidin Bagir dan AA GN Ari Dwipayana mengistilahkannya ke dalam
pembahasan politik kewargaan mengenai persoalan keragaman,
kesetaraan, dan keadilan di Indonesia.®! Penelitian Eric Hiariej dan
Kristian Stokke menjadikannya sebagai salah satu jenis politik
kewarganegaraan sebagai bagian perjuangan politik budaya di
Indonesia.®? Di sisi lain, penelitian Samsul Maarif hanya sekadar
menyebut term rekognisi ke dalam permasalahan politik agama di
Indonesia.®®* Karena itu, berbeda dengan penelitian-penelitian
sebelumnya, kajian politik rekognisi di sini diulas pada lingkup yang
berhubungan dengan perempuan dan etnik Tionghoa dalam ruang
politik di Indonesia, kemudian dalam konteks yang lebih khusus dan
mendalam menyentuh persoalan keterlibatan perempuan Tionghoa
nonmuslim menjadi kepala daerah di Kota Singkawang 2017-2022
sebagai term spesifik dalam penelitian ini.

Daniel Peterson menyebut bahwa Ahok dipersoalkan karena
sebagai “double minority” di Indonesia, yaitu Tionghoa dan
nonmuslim dalam konteks politik nasional.®* Pada konteks yang
senada, saya menyebut Tjhai Chui Mie sebagai “triple minority” di
Indonesia,®® yaitu perempuan, Tionghoa, dan nonmuslim (Buddha).

61 Zainal Abidin Bagir dan AA GN Ari Dwipayana, “Keragaman,
Kesetaraan dan Keadilan: Pluralisme Kewargaan dalam Masyarakat
Demokratis,” dalam Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di
Indonesia, ed. Zainal Abidin Bagir et al. (Bandung: Mizan dan CRCS, 2011),
38-63.

%2 Hiariej dan Stokke, “Introduction,” 5-6, 24-53.

83 Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama.

5 peterson, Islam, Blasphemy, 1.

8 penduduk laki-laki lebih banyak terlihat sejak sensus pada tahun 1961.
Jadi, ada 101 laki-laki setiap 100 perempuan, pada hasil olah cepat SP2010—
total penduduk berdasarkan jenis kelamin sekitar 237.556.363, jumlah penduduk
perempuan sekitar 118.048.783. Tim SP2010, Penduduk Indonesia Menurut
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Keterpilihannya sebagai kepala daerah adalah yang pertama di
Indonesia di tengah-tengah mayoritas muslim.®® Penelitian yang
berhubungan dengan keterpilihannya menjadi kepala daerah di Kota
Singkawang telah dibahas dengan metode penelitian feminis dari sisi
pengalaman politik, etnisitas, dan gender.®” Fokus utama penelitian
lainnya adalah mengulas modal politik,%® strategi politik ethno-
religious,® dan potensi kontestasi antarkelompok etnis di Kota
Singkawang.”

Pada konteks Kalimantan Barat, penelitian M. D. La Ode
membahas kebangkitan etnis Tionghoa dalam ruang politik, baik di
Pontianak maupun Singkawang.”* Argumentasinya mengenai etnik
Tionghoa di Kalimantan Barat adalah bahwa,

“Kondisi Penguasaan politik dan ekonomi dari kelompok ECI
di Kota Pontianak dan Kota Singkawang merupakan indikator

Provinsi dan Kabupaten/Kota: Sensus Penduduk 2010 (Jakarta: BPS, Badan
Pusat Statistik, 2010), 6, 10-11. Menurut sensus tahun 2010, etnis Tionghoa di
Indonesia sekitar 1,2% (2.832.510) dan penganut agama Buddha sekitar 0,72%
(1.703.254) dari total populasi 237.641.326 (9-11). Akhsan Na’im dan Hendry
Syaputra, Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari
Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010 (Jakarta: Badan Pusat
Statistik, 2011), 9-11.

8 Minoritas berhubungan dengan kuantitas atau kualitas. Jika
berhubungan dengan kuantitas, minoritas adalah sejumlah kecil dari mayoritas.
Namun, jika berhubungan dengan kualitas, minoritas berkaitan dengan
pengungkapan ideologi dan politik. Hal ini diartikan juga dengan adanya
hambatan dan penolakan terhadapnya. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, “Religious
Freedom for Minority Muslim Group Based on Gender in Indonesia,” Musawa:
Jurnal Studi Gender dan Islam 16, no. 2 (2017): 170.

57 Dewi, “Chinese Indonesian Women.”

% |ka Kartika, Mudiyati Rahmatunnisa, dan Neneng Yani Yuningsih,
“Modal Politik Tjhai Chui Mie dalam Pemilihan Walikota Singkawang 2017,”
Jurnal Wacana Politik 3, no. 2 (2018): 139-149; Ika Kartika, “Modal Kandidat
Perempuan dalam Pilkada Tahun 2017 (Studi Kasus: Tjhai Chui Mie sebagai
Walikota Terpilih di Kota Singkawang,” Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi
Politik Islam 15, no. 1 (2019): 91-114.

8 Hui Yew-Foong, “Decentralization and Chinese Indonesian Politics:
The Case of Singkawang, West Kalimantan,” ISEAS Perspective, no. 19 (2017):
1-10.

" Wasis Suprapto dan Dodik Kariadi, “Kontestasi Etnis di Kancah
Politik,” Jurnal Sosial Humaniora 8, no. 2 (2017): 119-125.

"1 Ode, Etnis Cina Indonesia, 395.



17

“matinya nasionalisme” disana. Nasionalisme itu diperlukan
justru untuk menghadapi kekuatan politik dari bangsa lain yang
berasal dari luar negeri. Kelompok ECI seluruhnya berasal dari
bangsa lain dari luar negeri, yaitu RRC”."?

Penelitian La Ode lebih menunjukkan bahwa ECI yang ia
maksud lebih berperan sebagai antagonis dan sebaliknya, etnis Melayu
dan Dayak berperan sebagai protagonis. Saya Kkira penyajian
analisisnya cenderung tendensius dalam memandang etnis Tionghoa.
Di luar itu, Taufig Tanasaldy membahas peran politik etnis Tionghoa
mulai dari faktor munculnya aktivisme dan keberhasilan politik
Tionghoa, kemudian memengaruhi politik lokal dari regional di
Kalimantan Barat tidak serta-merta muncul di ruang yang kosong. Hal
ini terjadi karena ada perjalanan politik Tionghoa pada masa lalu
sehingga  menyebabkan strategi  politik  Tionghoa lebih
mengedepankan perdamaian dan kerja sama antarkelompok etnis.”

Penelitian yang mengulas keterlibatan perempuan dan etnis
Tionghoa dalam ruang politik di Indonesia serta politik rekognisi
dalam berbagai aspeknya sangat membantu penelitian ini untuk
mengembangkan lebih jauh lagi ke dalam kajian ilmu hukum dan
pranata sosial Islam. Untuk penelitian mengenai keterlibatan
perempuan menjadi kepala daerah, masih terbatas pada studi politik.
Artinya, penelitian tersebut lebih cenderung melihat metode dan
prosedur dalam memilih kepala daerah,’* kecuali pada episode
tertentu, misalnya studi yang diulas oleh Kurniawati Hastuti Dewi
mengenai munculnya Tjhai Chui Mie sebagai kepala daerah di Kota
Singkawang sebagai bagian dari keragaman pengalaman dan peran
perempuan Indonesia dalam memengaruhi politik lokal dan regional
di Kalimantan Barat, pasca-Reformasi, sekaligus menawarkan
perspektif politik non-androsentris.

2 La Ode menyebut etnis Tionghoa di Indonesia sebagai etnis Cina
Indonesia (ECI). Ibid., 362.

8 Taufiq Tanasaldy, “A Decade after the Reform: Political Activism of
the Chinese of West Kalimantan, Indonesia,” Asian Ethnicity 16, no. 4 (2015):
446-479.

74 Hiariej dan Stokke, “Introduction,” 2.
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Beberapa informasi dari penelitian di atas sangat membantu
penelitian ini lebih jauh lagi dalam melihat aspek realitas sosial-
kultural dan ekonomi-politik yang terjadi, khususnya di Kota
Singkawang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini
mengungkap persoalan keterwakilan perempuan, etnis Tionghoa, dan
nonmuslim di dalam ruang politik di Indonesia yang mengalami
hambatan dan penolakan. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga
membahas hubungan masyarakat Singkawang sebagai bagian dari
masyarakat tidayu meliputi sosial-keagamaan, sosial-kebudayaan,
sosial-politik, dan sosio-legal yang telah terjalin sejak lama.

E. Kerangka Teoretis
Indonesia merupakan salah satu negara dengan ciri keragaman, baik
itu dari keragaman bahasa, etnis, agama, budaya, maupun lainnya.
Tentu saja ini merupakan kabar baik bagi bangsa Indonesia, meskipun
tidak dapat menafikan persoalan konflik horizontal yang selalu
menjadi “primadona” dalam setiap lembar sejarah bangsa dan negara.
Hal tersebut mengizinkan kajian politik rekognisi untuk lebih
mengulas persoalan realitas sosial-kultural, ekonomi-politik, dan
legal-formal dalam ruang politik di Indonesia.
1. Politik Rekognisi: Sosio-Kultural, Ekonomi-Politik, dan

Legal-Formal

Menurut Nancy Fraser, perjuangan atas rekognisi dapat
membantu redistribusi kekuasaan dan kekayaan serta dapat
mendorong interaksi dan kerja sama dengan melintasi perbedaan.”
Menurut  Charles Taylor, politik rekognisi hadir karena
“misrekognisi”, yaitu kurangnya penghormatan, bahkan menimbulkan
“rasa sakit hati” karena sikap kebencian. Jadi, untuk diakui tidak
hanya semata-mata diperjuangkan sebagai balas-budi, tetapi sebagai
kebutuhan yang vital.”® Politik rekognisi bergantung pada pengakuan

> Nancy Fraser, “Rethinking Recognition,” New Left Review, no. 3 (
May—June 2000): 109.
76 Taylor, “The Politics of Recognition,” 26.
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yang datang dari individu lain secara intersubjektif. Dari sinilah sikap
kekebalan dan integritas individu menjadi tolok ukur.”’

Penjelasan Charles Taylor dan Axel Honneth tentang rekognisi
dipandang sebagai realisasi diri secara etik (ethical terms) sehingga
hal ini dianggap sebagai masalah kebaikan (the good) yang berada di
wilayah etika (ethics).”® Penjelasan Nancy Fraser tentang rekognisi
dipandang sebagai masalah keadilan (justice) yang berada di wilayah
moralitas.”® Lebih jauh lagi, masalah keadilan ini menganalisis sebuah
hubungan subordinasi yang dilembagakan dan ketidakadilan yang
didasari pada pola-pola yang dilembagakan oleh institusi sosial-
kultural dengan mencegah individu tertentu untuk berpartisipasi.
Interaksinya diatur oleh pola nilai budaya yang dilembagakan dengan
membentuk beberapa kategori sosial sesuai norma, sedangkan di luar
itu dianggap kurang atau lebih rendah (inferior). Dampak dari pola
tersebut dapat menciptakan kelas-kelas sosial yang tidak diakui dan
dihambat untuk ikut berpartisipasi secara setara dengan yang lain
dalam kehidupan sosial.®°

Politik rekognisi dalam cara pandang Charles Taylor salah
satunya adalah demokrasi, yaitu sarana untuk mengantarkan
pengakuan yang sama karena sistem demokrasi menuntut untuk status
budaya dan gender yang setara.2* Untuk itu, perlu realisasi diri sesuai
dengan batas etika masyarakat agar perjuangan dalam menuju
kesetaraan dapat diterima dan diakui secara intersubjektif. Sebaliknya,
Nancy Fraser menganggap bahwa kondisi dan karakteristik utama
mengenai ketidakadilan, seperti ketidakadilan gender, justru karena
budaya androsentrisme. Pola nilai budaya tersebut lebih
mengistimewakan maskulinitas, sedangkan sifat yang dianggap
feminin justru terdevaluasi.®? Hal tersebut menggambarkan bahwa
politik rekognisi digunakan untuk membantu menganalisis peranan

" Honneth, “Integrity and Disrespect,” 188-189.
8 Fraser, “Social Justice,” 27-28.

® Ibid., 27.

80 1bid., 29-30.

8 Taylor, “The Politics of Recognition,” 27.

8 Fraser, “Social Justice,” 20-21.
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multikulturalisme di Indonesia, misalnya mengenai representasi
perempuan dan etnik Tionghoa (nonmuslim) dalam ruang politik di
Indonesia. Sejurus dengan pandangan Nancy Fraser, norma paritas
partisipatif berfungsi untuk mengevaluasi formula mengenai
kewajiban etis (deontologis) tanpa penilaian etis dari pemahaman
budaya atau agama yang bersangkutan.®

Pada konteks politik di Indonesia, misalnya menurut Bahtiar
Effendy, masa Orde Baru tidak mengakui Islam politik sebagai bagian
dari kebutuhan aspirasi umat muslim di Indonesia® sehingga
dilakukanlah beberapa cara yang cukup represif, intimidatif, dan
koersif. Hal tersebut mengakibatkan kekuasaan Orde Baru cenderung
diskriminatif dan berkurangnya kebebasan individu maupun publik®
sehingga cenderung mengingkari pluralitas etnis-budaya dan ideologi-
politik masyarakat. Setelah masa Orde Baru runtuh pada bulan Mei
tahun 1998, suara-suara dan tindakan disintegratif atau konflik di
beberapa daerah muncul dalam konteks etnis, agama, dan ideologi
politik. Artinya, yang menjadi catatan penting ialah persoalan
integrasi nasional masih harus diperhitungkan.®

Apa yang dimaksud Charles Taylor—bahwa politik rekognisi
adalah kebutuhan vital manusia—dan Axel Honneth—bahwa
keberadaannya bergantung pada pengakuan orang lain—mempunyai
relevansi dengan pandangan Bahtiar Effendy mengenai integrasi
nasional.  Politik rekognisi juga dipahami sebagai pola
substansialistik,®” yaitu perjuangan dalam 1) pengembangan tatanan
politik yang egalitarian dan demokratis serta 2) pengembangan proses-

8 Ibid., 42.

8 Perjuangan politik Islam pada masa Orba lebih menekankan negara
Islam secara legal-formal karena muslim adalah penduduk mayoritas di
Indonesia sehingga tidak sedikit penolakan atas “Asas Tunggal Pancasila”.
Lubis, “Religious Nation State,” 179-180.

8 Bahtiar Effendy, “Integrasi Nasional di antara Sistem Demokrasi dan
Otoriter di Indonesia,” dalam Islam, Nasionalisme, dan Masa Depan Negara
Bangsa Indonesia, ed. Pandangan Para Ahli dan Aktivis Islam (Jakarta: PPP
MPR RI, 2009), 290-291.

8 |bid., 296-297.

87 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan
Praktik Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), 57.
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proses ke arah pemerataan ekonomi.®® Upaya tersebut telah menjadi
wacana politik rekognisi ke dalam beberapa perjuangan, yaitu
persoalan demokratisasi, toleransi terhadap agama dan politik,
kesetaraan sosial-ekonomi dan emansipasi politik.2® Apa yang
dimaksud Nancy Fraser bahwa rekognisi berkaitan dengan masalah
hak (the right) yang harus diperjuangkan secara legal-formal atau
bahasa lainnya adalah politik hukum.®® Dari sini dapat dilihat bahwa
politik hukum membantu pengamatan mengenai perkembangan
perundang-undangan di Indonesia, khususnya mengenai topik
penelitian ini dalam membahas keterwakilan perempuan dan etnis
Tionghoa (nonmuslim) dalam ruang politik di Indonesia.

Penjelasan di atas dipahami bahwa Charles Taylor dan Axel
Honneth melihat politik rekognisi sebagai kebutuhan vital manusia
dan integritas individu. Di sisi lain, Nancy Fraser memandang
rekognisi berkaitan dengan keadilan secara legal-formal, misalnya
dalam politik hukum bahwa tolok ukurnya adalah konstitusi dan
perundang-undangan di Indonesia tanpa harus melihat realitas atau
penilaian etis atas sosial-kultural (budaya dan agama). Jadi, dari ulasan
tersebut, dapat dibingkai menjadi tabel berikut.

Gambar 1.1 Theoretical Framework Politik Rekognisi

8 |bid., 196.

8 Bahtiar Effendy, “Islam and the State: The Transformation of Islamic
Political Ideas and Practices in Indonesia” (Ohio State University, 1994), 239.

% Politik hukum adalah upaya, cara, dan pilihan penyelenggara negara
untuk menentukan suatu kebijakan secara resmi demi sesuatu yang dicita-
citakan. Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, lImu Hukum dalam Simpul
Siyasah Dusturiyah: Refleksi Atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di
Indonesia (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 24.
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Kerangka teoretis politik rekognisi tersebut digunakan dalam
membahas perjuangan mengenai keterwakilan pemimpin dan etnis
Tionghoa (nonmuslim) di Indonesia dalam ruang politik di tengah
penduduk mayoritas muslim. Secara spesifik juga digunakan untuk
memotret kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim di Kota
Singkawang. Artinya, pembahasan ini tidak terlepas dari realitas
sosial, ekonomi, dan representasi politik.%* Politik rekognisi yang
dimaksud adalah mengulas secara lebih mendalam, baik dari aspek
sosial-kultural, ekonomi-politik, maupun legal-formal.

Politik rekognisi digambarkan menjadi dua lapisan, yaitu 1)
lapisan masyarakat, yang melihat pada persoalan penghormatan, juga
pengakuan perbedaan dan keragaman; 2) lapisan politik formal yang
dimaknai dengan peran politik dan legal-formal (secara nasional dan
lokal), seperti melihat bagaimana keberadaan perundang-undangan,
kebijakan negara/pemerintah, dan lainnya di Indonesia dan aras lokal
mengenai persoalan pengakuan berbagai perbedaan keberagaman
masyarakat.%

2. Perjuangan Politik Rekognisi dalam Ruang Politik

Puncak dari teori rekognisi adalah paritas partisipatif. Penelitian
ini juga memerlukan pemetaan aliran pemikiran hukum Islam untuk
menganalisis realitas mengenai masalah keterwakilan perempuan dan
etnis Tionghoa di tengah mayoritas muslim. Aliran pemikiran hukum
Islam yang dimaksud adalah persoalan islamisme. Secara umum
islamisme adalah ideologi yang bukan mencirikan representasi Islam,
tetapi Islam dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang
nonreligius atau singkatnya bahwa islamisme bukan Islam dan juga
bukan berbasis di luar Islam.® Islamisme menurut Noorhaidi Hasan
mempunyai persoalan mengenai interpretasi dan dapat mengancam
negara demokrasi dengan memengaruhi prinsip negara hukum dan
aturan hukum, kedaulatan rakyat, dan persatuan dan pluralitas

1 Lewis, “Politics of Recognition,” 258.

92 Bagir dan Dwipayana, “Keragaman, Kesetaraan dan Keadilan,” 42.

% Bassam Tibi, Islamism and Islam (New Haven, London: Yale
University Press, 2012), 7.
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masyarakat Indonesia.’* Islamisme adalah proyek keagamaan dan
politik dengan bertujuan untuk menghidupkan kembali (reviving)
dimensi sosial dan politik sebagai pengalaman nominatif, bukan
substantif.” Proyeknya adalah menjadikan hukum Islam (fikih klasik)
sebagai dasar legitimasi atau alat dalam memengaruhi umat muslim
sehingga dampaknya keterwakilan perempuan dalam ruang politik
dan partisipasinya selalu dihambat dengan mengatasnamakan hukum
Islam,®® begitu dengan keterwakilan etnis Tionghoa.

Terlepas dari itu, di luar dari kelompok islamisme juga terdapat
kelompok yang memperjuangkan kesetaraan gender, mendukung
keterlibatan perempuan dan etnis Tionghoa dalam ruang politik.
Kelompok ini secara pemikiran lebih bersifat substantif.’’ Saya
menyebutnya sebagai “kelompok islami”.®® Perjuangan perempuan
Tionghoa nonmuslim menjadi kepala daerah di Kota Singkawang
dapat tergambar sebagai berikut.

Gambar 1.2 Perjuangan Politik Rekognisi dalam Ruang Politik
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Teori penawaran dan permintaan (supply-demand) dalam proses
partisipasi perempuan dalam politik juga diperlukan. Hal ini dapat
membantu menjelaskan dan memahami bagaimana bentuk perjuangan
kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim di Kota Singkawang.

9 Noorhaidi Hasan, “Post-Islamism in Indonesia,” dalam Post-Islamism:
The Changing Faces of Political Islam, ed. Asef Bayat (New York, USA: Oxford
University Press, 2013), 168.

% Andrea Mura, The Symbolic Scenarios of Islamism: A Study in Islamic
Thought (Enland, USA: Ashgate, 2016), 13.

% Anwar, Jati-Diri Perempuan dalam Islam, 63.

9 Effendy, “Islam and the State,” 236.

% Lubis, “Contestation on Political Space.”
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Untuk itu, apakah dari sisi persediaan atau penawaran, misalnya,
perempuan Tionghoa nonmuslim di Kota Singkawang adalah satu-
satunya calon dalam internal partainya? Di sisi lain, apakah tuntutan
atau permintaan partai politik adalah bagian dari harapan masyarakat
di Kota Singkawang? Perlu diketahui bahwa penawaran atau
persediaan (suppy-side) biasanya melihat dari modal sumber daya
yang dimiliki (seperti waktu, uang, dan pengalaman) dan motivasi
(dorongan, ambisi, dan minat). Sebaliknya, tuntutan atau permintaan
(demand-side) biasanya lebih kepada penyeleksi (selectors) memilih
kandidat yang bergantung pada penilaian, seperti karakter individu
(personal character), kualifikasi secara formal, dan pengalaman
politik.*® Kemudian, akan berpengaruh pada situasi dan kondisi yang
menjadi kebutuhan masyarakat Kota Singkawang sehingga dalam
perjuangan untuk diakui sebagai kepala daerah diperlukan modal,
strategi, dan jaringan dengan elite.!®

3. Implementasi Politik Rekognisi dalam Hukum Tata Negara
di Indonesia
Implikasi mengenai politik rekognisi, misalnya dalam konteks
fikih siyasah, lebih mengedepankan universalitas. Sekadar contoh,
dalam prinsip Islam menurut Masdar F. Mas’udi, fikih adalah hasil
ijtihad atau proses intelektual untuk menurunkan ketentuan universal
pada ketentuan-ketentuan yang bersifat partikular atau spesifik
sekaligus kerangka teknis dan operasionalnya.
Term siyasah dimaknai sebagai pemerintahan dan politik'%!
sehingga fikih siyasah disebut sebagai ilmu politik pemerintahan dan
ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji nas bersifat umum dan

% Pippa Norris dan Joni Lovenduski, Political Recruitment: Gender, Race
and in the British Parliament (New York: Cambridge University Press, 1995),
106-108.

10 Kata elite menggambarkan komoditas unggulan tertentu yang mana
penggunaannya kemudian menjadi luas seperti merujuk pada kelompok sosial
tertentu yang dianggap superior. Tom Bottomore, Elites and Society, ed. ke-2
(London, New York: Routledge, 1993), 1.

101 3, Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), 23.
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tujuan dalam syariat (magqashid syari’ah).X®?> Pada konteks fikih
siyasah, yang dimaksud dengan menurunkan ketentuan yang bersifat
kully  (universal) pada ketentuan yang bersifat juz’iy
(partikular/spesifik) ialah berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat
dan bernegara. Setidaknya terdapat prinsip yang bersifat universal,
misalnya menurut Munawir Sjadzali dan Masdar Mas’udi, yaitu 1)
kedudukan manusia di muka bumi; 2) prinsip musyawarah; 3) ketaatan
pada pemimpin; 4) keadilan; 5) kesetaraan sebagai manusia; 6)
kesamaan kedudukan di mata hukum; 7) hubungan baik antarumat
beragama; 8) kebebasan dan pertanggungjawaban individu; 9) tidak
merugikan diri sendiri dan orang lain; 10) kritik dan kontrol sosial; 11)
menepati janji dan menjunjung tinggi kesepakatan; 12) tolong-
menolong untuk kebaikan; dan 13) yang kuat melindungi yang
lemah.X®

Gambar 1.3 Implikasi Politik Rekognisi
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Penjelasan di atas dapat digunakan dalam penelitian ini dalam
menganalisis implikasi politik rekognisi dalam hukum tata negara di
Indonesia, begitu juga dengan resiprokal rekognisi di dalam

102 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Bandung:
Pustaka Setia, 2012), 20.

103 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan
Pemikiran (Jakarta: Ul Press, 1990), 5-7; Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-
Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan, 1. (Bandung: Mizan,
1997), 29-30.
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masyarakat Kota Singkawang atas keterwakilan kepala daerah
perempuan Tionghoa nonmuslim.

F.  Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang dilakukan
dengan mengumpulkan beberapa topik yang berhubungan, wawancara
mendalam juga diperlukan, dan observasi.’®* Penelitian ini
menggunakan bingkai teoretis dan kerja lapangani® sehingga
membantu mengulas permasalahan yang menjadi objek kajian dengan
beberapa tahapan dan proses. Menurut lan Dey, yaitu dengan
menggambarkan, mengklasifikasikan, dan menjelaskan beberapa
aspek penting yang berhubungan dengan penelitian untuk
menghasilkan keseluruhan penjelasan.’®® Penelitian ini dalam
prosesnya mengulas permasalahan keterwakilan perempuan Tionghoa
nonmuslim menjadi kepala daerah di Kota Singkawang periode 2017—
2022 sebagai bagian dari term utama mengenai politik rekognisi di
Indonesia. Term utama tersebut berkaitan dengan keterwakilan
perempuan dan etnis Tionghoa dalam ruang politik sehingga
analisisnya dimulai dari membahas fenomena perjuangan perempuan
dan etnis Tionghoa dalam ruang politik di Indonesia, sosio-demografi
masyarakat ~ Singkawang, keterlibatan perempuan  Tionghoa
nonmuslim dalam ruang politik di Singkawang, dan resiprokal
rekognisinya setelah menjadi kepala daerah. Tiap-tiap ulasan dari
fenomena tersebut diklasifikasikan sesuai pembahasannya masing-
masing dan dihubungkan sesuai objek penelitian.

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus intrinsik
karena terdapat keunikan dan dapat merepresentasikan kasus lain

104 Yvonne Darlington dan Dorothy Scott, Qualitative Research in
Practice: Stories from the Field (Australia: Allen & Unwin, 2002), 2.

105 John W. Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design:
Choosing Among Five Aproaches, ed. ke-2 (Thousand Oaks, London, New
Delhi: Sage Publications, 2007), 37.

106 Jan Dey, Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social
Scientist (London, New York: Routledge, 1992), 32-54.



27

sehingga sifat dan masalahnya dianggap menarik.'®” Pendekatan
sosio-legal diperlukan karena membahas mengenai berfungsinya
hukum di masyarakat yang pembahasannya tidak terlepas dari
pemahaman antara hukum dan masyarakat.'® Kedua pendekatan
tersebut digunakan dalam kajian politik rekognisi sehingga penelitian
ini mengulas secara mendalam mengenai keterwakilan perempuan
Tionghoa nonmuslim menjadi Kepala Daerah Kota Singkawang tahun
2017-2022. Selain melihat perjuangannya, juga melihat bekerjanya
hukum mengenai kesetaraan, toleransi, dan paritas partisipatif di
dalam masyarakat tidayu Singkawang ketika dihadapkan pada
persoalan keterwakilan perempuan Tionghoa nonmuslim menjadi
kepala daerah.
1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat.
Pertimbangan memilih lokasi ini karena 1) sumber datanya lebih
mudah diperoleh; 2) ada yang unik dan menarik, yaitu masyarakat
tidayu dan kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim di Kota
Singkawang periode 2017-2022 terpilih di tengah mayoritas
penduduk muslim; 3) keterpilihan dan keterwakilannya sejurus
dengan polemik Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta tahun
2017 oleh beberapa kelompok muslim; 4) di latar belakang juga telah
dijelaskan bahwa mayoritas etnis di Kota Singkawang adalah
Tionghoa, di sisi lain secara agama adalah muslim; 5) peneliti lebih
mudah menjangkau lokasi penelitian selama masa penelitian sehingga
dapat bertemu informan secara langsung.

107 Robert E. Stake, “Qualitative Case Studies,” dalam The Sage
Handbook of Qualitative Research, ed. Norman K. Denzin dan Yvonna S.
Lincoln, ed. ke-3 (Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications,
2005), 445; Creswell, Qualitative Inquiry, 74.

108 Qulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan
Implikasi Metodologisnya,” dalam Kajian Sosio-Legal, ed. Adriaan W. Bedner
et al. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 1-11. Lihat juga Adriaan Bedner,
“Introducing Socio-Legal Approach to the study of Islamic Law,” International
Webinar, UIN Raden Intan Mas Said, Surakarta, 2 November 2021.
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2. Teknik Pengumpulan

Penelitian ini lebih mengikuti pedoman yang ditawarkan oleh
Robert K. Yin dalam melakukan penelitian studi kasus, misalnya
menggunakan enam jenis sumber informasi data yang dibutuhkan,
yaitu dokumentasi, arsip, observasi langsung, wawancara, observasi
partisipan, dan artefak fisik.1% Penjelasannya adalah sebagai berikut.

Dokumentasi adalah kajian literatur yang berhubungan dengan
topik penelitian ini, seperti aturan perundang-undangan, literatur yang
berhubungan dengan nilai sejarah, misalnya berhubungan dengan
perempuan dan etnik Tionghoa dalam ruang politik di Indonesia dan
Singkawang khususnya sesuai fokus utama dalam penelitian ini. Situs
website yang diakui kredibilitasnya juga diperlukan dan hasil
penelitian lain berupa artikel jurnal ilmiah.

Catatan arsip adalah perundang-undangan, laporan Komisi
Pemilihan Umum, dan buku ilmiah yang berhubungan dengan sejarah
kebijakan di Indonesia dan Singkawang khususnya. Arsip lainnya
berupa manuskrip diperlukan, misalnya catatan dari pemerintah
Hindia Belanda, peta dan skema demografi Kota Singkawang, dan
lainnya sebagai item yang relevan dalam struktur pemerintahan.

Wawancara dilakukan melalui wawancara secara mendalam
atau mengalir. Penggunaan wawancara secara mendalam atau bebas
dilakukan di warung kopi, rumah makan, dan tempat-tempat yang
bersifat baik untuk menjalin hubungan dengan mengadakan perjanjian
temu. Selain itu, penggunaan media aplikasi WhatsApp juga
diperlukan untuk wawancara.

109 Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, ed. ke-3
(Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications, 2003), 85.
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No | Wawancara | Jabatan | Waktu
Kepala Daerah dan instansi pemerintahan
1 | Tjhai Chui | Wali Kota Singkawang Sabtu, 21
Mie November 2020
2 | Irwan Wakil Wali Kota Singkawang | Kamis, 27
Oktober 2022
3 | Fahmi Kepala Bidang di Bappeda | Selasa, 2
Kota Singkawang Februari 2020,
pukul 13:00
Kelompok Keagamaan
1 | Muhamma | Kader NU, Direktur KUB MUI | Senin, 16
d Abror Kota Singkawang, Pendiri | November 2020,
FKAPELA Kota Singkawang | pukul 21:30
2 | Mufarrohah | Ketua Fatayat NU Kota | Rabu, 18
Singkawang November 2020
3 | Zikriadi Anggota FKUB Kota | Jumat, 13
Singkawang, Pendiri Dakwah | November 2020
Muda Cendikia (DMC) Kota | dan Kamis, 14
Singkawang, Ketua Bidang | Januari 2021
Imarah Masjid Agung Nurul
Islam Kota Singkawang 2020-
2023.
4 | Ghazali Pengurus GP Ansor Kota | Rabu, Februari
Singkawang, Sekretaris KNPI | 2020, pukul
Kota Singkawang 11:45
5 | Syahroni Ketua PMII Kota Singkawang | Media
2014-2016 WhatsApp,
Senin 25
November 2019
6 | Wandi PKC PMII Kalimantan Barat Media
WhatsApp
7 | Nurul PKC PMII Kalimantan Barat Media
WhatsApp
8 | Andika Ketua PC PMII Kota | Kamis, 12
Singkawang 2017-2018 November 2020
Kelompok Kebudayaan
1 | Arnadi Ketua MABM Kota | Selasa, 10
Arkan Singkawang 2017-2022, | November 2020
Rektor 1Al Sultan Muhammad
Syafiuddin Sambas 20222027
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PDI P Kota Singkawang,
anggota (PAW) DPRD
Kalimantan Barat.

2 | Stepanus Ketua DAD Kota Singkawang | Kamis, 19
November 2020
3 | Wiliam Ketua FKAPELA Kota | Rabu, 16
Simokil Singkawang Desember 2020
4 | Januaris Aktivis Pramuka Media
Ipung WhastApp
Wijanarto
5 | Yulius Ketua PAD Kota Singkawang, | Jumat, 13
Yoris Anes | Sekretaris Partai Demokrat | November 2020
Kota Singkawang dan Minggu, 18
April 2021
7 | Niken Tia | Bendahara KNPI Kota | Jumat, 12
Tantina Singkawang, Anggota Partai | Februari 2021

Anggota Tim Akselerasi Pembentukan Kota Singkawang

Suganda
Gani
(almarhum)

Tim Akselerasi Pembentukan
Kota Singkawang, pengurus
Partai PKB Kota Singkawang,

Kamis, 26
November 2020

Anggota DPRD Singkawang
(2007-2012)
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP

PKK)
Juli Ketua Tim Penggerak | Kamis, 27
Wahyuni Pemberdayaan Kesejahteraan | Oktober 2022
Keluarga (TP PKK) Kota
Singkawang

Observasi langsung dilakukan dengan pengamatan beberapa
tempat, lokasi, dan momen tertentu yang dianggap memiliki hubungan
dengan topik penelitian ini, misalnya peneliti mengunjungi rumah adat
MABM, DAD, dan rumah ibadah (masjid, kelenteng, dan gereja) di
pusat Kota Singkawang.

Artefak fisik sama seperti penjelasan di atas, seperti tempat
ibadah kelenteng, masjid, dan gereja di pusat Kota Singkawang ialah
benda bersejarah, begitu juga dengan Tugu Naga, Tugu Cidayu, dan
Pasar Hongkong, serta lainnya.
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3. Analisis Data

Sejumlah data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian
dianalisis ke dalam tiga tahapan: kondensasi data, paparan data, dan
penarikan kesimpulan, kemudian verifikasi.'’° Pertama, kondensasi
data adalah proses pengumpulan datanya dipilih dan diulas sesuai
dengan masalah penelitian, disederhanakan, diabstraksikan, dan/atau
ditransformasikan, baik yang ada di dalam transkrip wawancara,
catatan lapangan, kajian literatur, maupun bahan empiris lainnya di
dalam konteks penelitian ini. Kedua, display atau paparan data adalah
kumpulan informasi yang sudah disusun secara rapi atau diklasifikasi
yang nanti dapat ditarik kesimpulan (setiap bab memiliki pengantar
dan simpulan). Di luar itu, beberapa data dalam konteks penelitian ini
dapat diilustrasikan ke dalam tabel dan gambar. Ketiga, penarikan
kesimpulan dan verifikasi berkaitan dengan data yang telah melalui
tahap pertama dan kedua tersebut disimpulkan dan diverifikasi.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian disertasi ini
diurut secara sistematis dalam beberapa bab. Pada Bab | berisi
pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka
teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada Bab 11
berisi penjelasan mengenai sosiodemografi masyarakat Singkawang,
yang di dalamnya terdiri dari pengantar, demografi di Kalimantan
Barat berdasarkan agama, etnisitas, dan gender, serta sebarannya di
Singkawang, kemudian ditelusuri wilayah administrasinya dari masa
Hindia Belanda hingga pasca-Reformasi, Singkawang dan
masyarakatnya juga diulas pada bagian ini. Penjelasan tersebut ditutup
dengan simpulan.

Pada Bab Il dijelaskan dinamika perjuangan perempuan dan
etnik Tionghoa di tengah masyarakat muslim Indonesia. Ulasannya

110 Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, dan Jhonny Saldana,
Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, ed. ke-3 (Los Angeles,
London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publications, 2014), 12—
14.
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terdiri dari pengantar, penduduk berdasarkan agama, etnisitas, dan
gender yang dihadapkan dengan pluralitas, isu perempuan dan etnik
Tionghoa di dalam ruang politik, perjuangannya melalui partai politik,
rekognisi sebagai perjuangan, dan pada akhir pembahasan diakhiri
dengan bagian simpulan. Hal tersebut penting diulas untuk melihat
pergeseran paradigma masyarakat muslim di Indonesia dan kebijakan
negara yang kaitannya dengan representasi perempuan dan etnik
Tionghoa dalam ruang politik.

Pada Bab IV mengulas tentang keterlibatan perempuan
Tionghoa nonmuslim pada pilkada Kota Singkawang. Ulasan tersebut
sangat penting karena melihat bagaimana representasinya
berpengaruh di Singkawang, baik strategi yang dilakukan, isu
penolakan, maupun faktor terpilihnya menjadi kepala daerah.

Pada Bab V mengulas relasi budaya dan proses politik menjadi
Kepala Daerah Singkawang. Penjelasan bagian ini terdiri dari
pengantar, profil kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim di
Kota Singkawang, relasi budaya dan proses kandidasi pilkada Kota
Singkawang, dan diakhiri simpulan. Pentingnya pembahasan ini untuk
mengungkap relasi budaya dan politik yang terjalin atas keterpilihan
kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim di Kota Singkawang.

Pada Bab VI menjelaskan resiprokal rekognisi setelah menjadi
kepala daerah di Kota Singkawang, yang di dalam terdiri dari
pengantar, living rekognisi, mengatasi polarisasi, kemanfaatan,
inovasi kebijakan, harmoni masyarakat, dan simpulan. Pembahasan
pada bab ini sangat penting karena mengulas persoalan implikasi yang
berhubungan dengan keterpilihan kepala daerah perempuan Tionghoa
nonmuslim dari relasi budaya dan politik. Ulasan tersebut juga melihat
redistribusi melalui kebijakan yang dapat mengakomodasi aspirasi
masyarakat agama, etnis, dan budaya. Setelah itu, ditutup dengan bab
VI, berisi penutup, yang di dalamnya terdiri dari kesimpulan dan
saran.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diulas sebelumnya, yaitu topik
tentang politik rekognisi di Indonesia, terdapat perjuangan panjang
bagi perempuan dan etnik Tionghoa untuk mendapatkan pengakuan
dalam ruang politik. Diskursus perempuan dan etnik Tionghoa dalam
ruang politik di Indonesia yang mengalami dinamika panjang tersebut
setidaknya secara historis mengalami peningkatan yang signifikan
dari masa kemerdekaan hingga pasca-Reformasi. Dari perjuangan
tersebut, belum ada representasi perempuan Tionghoa nonmuslim
menjadi kepala daerah di tengah mayoritas muslim Indonesia. Pada
pasca-Reformasi, tepatnya masa pilkada serentak tahun 2017, Tjhai
Chui Mie sebagai representasi perempuan Tionghoa nonmuslim
menjadi pelopor kebangkitan perempuan Tionghoa di Indonesia.
Terbukanya ruang politik representatif, baik secara konstitusi maupun
implementasi, pasca-Reformasi tidak serta-merta berjalan mulus,
tetapi perlu adanya perjuangan panjang dan realisasi diri agar
mendapatkan pengakuan.

Hasil temuan penelitian Kurniawati Hastuti Dewi menunjukkan
bahwa potensi terpilihnya perempuan menjadi kepala daerah adalah
karena faktor kekerabatan yang kuat (suami atau orang tuanya adalah
politisi berpengaruh) atau kader partai sekaligus mempunyai
hubungan kekerabatan yang kuat. Penelitiannya mengenai konteks
pilkada Kota Singkawang tahun 2017, faktor lainnya yang ditemukan
adalah adanya keseimbangan etnis. Dalam konteks yang sama, temuan
Hui Yew Foong menegaskan bahwa selain afiliasi etnoreligius, juga
terdapat faktor elite Tionghoa Singkawang di Jakarta. Temuan
penelitian saya melihat bahwa faktor dari potensi keterpilihan tersebut
sangat kompleks, meliputi 1) karisma individu; 2) regulasi perundang-
undangan yang mempertegas partisipasi seluruh warga negara untuk
mencalonkan dan dicalonkan dalam konteks pilkada; 3) cross-cutting
power, meliputi persilangan kekuatan antaretnis, persilangan kekuatan
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muslim dan nonmuslim, persilangan kekuatan gender, yaitu laki-laki
dan perempuan; 4) dukungan partai politik; dan 5) mobilisasi uang dan
jaringan.

Relasi yang terjalin secara budaya adalah bahwa Tjhai Chui Mie
mempunyai karakter yang cenderung dekat dengan masyarakat, baik
dengan kelompok agama maupun kebudayaan. Jadi, dorongan
masyarakat Singkawang juga memengaruhi keterpilihannya menjadi
Kepala Daerah Kota Singkawang. Di sisi lain, jalinan relasinya juga
tidak terlepas dari dukungan dari pengusaha Tionghoa asal
Singkawang. Pengaruhnya tidak hanya sekadar dukungan untuk
memilih, tetapi juga mobilisasi uang dan jaringan. Dukungan politik
yang kuat juga memengaruhi keterpilihannya, baik dari latar belakang
sosial dan politik, internal keluarga, maupun komitmennya terhadap
harmonisasi keberagaman agama, etnis, dan budaya. Temuan ini
menggambarkan adanya resiprokal rekognisi antara kepala daerah
perempuan Tionghoa nonmuslim dan masyarakat Kota Singkawang.
Lebih jauh lagi, kebijakan pemerintahan yang ia pimpin cenderung
mengakomodasi aspirasi masyarakat, misalnya pembangunan Masjid
Agung Kota Singkawang yang hanya dilakukan pada masa
pemerintahannya. Pada konteks perayaan hari besar umat beragama di
Kota Singkawang, tidak hanya ada pelaksanaan “Cap Go Meh”, tetapi
juga mengakomodasi perayaan umat muslim yang dikenal dengan
“Ramadan Fair” dan perayaan umat kristiani yang dikenal dengan
“Christmas Day”.

Penjelasan di atas secara sistematis menunjukkan bahwa
disertasi ini telah menemukan 4 (empat) temuan penting berikut.

1. Perjuangan politik rekognisi yang dilakukan perempuan dan
etnik Tionghoa di Indonesia dalam ruang politik telah
terakomodasi di dalam konstitusi. Hanya saja, dalam
praktiknya, partisipasi perempuan dan etnik Tionghoa dalam
ruang politik selalu mengalami hambatan, baik di dalam
kebijakan maupun penolakan langsung dari masyarakat. Pada
pasca-Reformasi, rekognisi tersebut baru mulai terbuka dan
hasilnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Meskipun dalam praktiknya, faktor dari terpilihnya tersebut
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adalah karena kekerabatan yang kuat, sebagai kader partai
politik atau keduanya, tidak demikian dengan kemunculan Tjhali
Chui Mie sebagai kepala daerah perempuan Tionghoa
nonmuslim Kota Singkawang tahun 2017-2022. Kemunculan
Tjhai Chui Mie adalah gambaran dari rekognisi sebagai
perjuangan, sebagai satu-satunya dalam sejarah politik di
Indonesia dalam pilkada serentak tahun 2017 menjadi Kepala
Daerah Kota Singkawang di tengah mayoritas penduduk
muslim. Atas dasar fakta tersebut, fenomena yang berlangsung
telah menunjukkan paritas partisipatif.

Bentuk paritas partisipatif inilah yang menyebabkan terpilihnya
Tjhai Chui Mie sebagai perempuan Tionghoa nonmuslim
menjadi Kepala Daerah Kota Singkawang tahun 2017-2022.
Beberapa faktor mengenai potensi keterpilihannya karena 1)
karisma individu; 2) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyebutkan
segala warga negara berhak untuk berpartisipasi sebagai calon
kepala daerah; 3) adanya cross-cutting power, baik antaretnis,
agama, maupun gender; 4) dukungan dari partai politik; dan 5)
pengaruh dari mobilisasi uang dan jaringan. Pengaruh uang dan
jejaring ini berasal dari pengusaha Tionghoa asal Singkawang
yang mendorong dengan menyiapkan modal untuk maju.
Akomodasi regulasi (UU No. 10 Tahun 2016), modal paritas
partisipatif, dan jejaring pengusaha Tionghoa asal Singkawang
saja tidak cukup. Untuk itu, pada pilkada Kota Singkawang
tahun 2017 diperlukan strategi lain agar perempuan Tionghoa
nonmuslim mendapatkan pengakuan di tengah mayoritas
masyarakat muslim. Strategi tersebut adalah penguatan cross-
cutting power (silang-menyilang kekuatan) karena mayoritas
penduduk Kota Singkawang adalah masyarakat tidayu maka
silang antaretnis, agama, dan gender menjadi alternatif saat
pilkada tahun 2017. Lebih-lebih, hasil dari representasi
perempuan Tionghoa nonmuslim menjadi Kepala Daerah Kota
Singkawang diikuti dengan komitmen terhadap harmonisasi
keberagaman agama, etnis, dan budaya sehingga mampu
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B.

menjadikan Singkawang sebagai “Kota Tertoleran” nomor satu
di Indonesia.

Realisasi diri juga menjadi perhatian penting karena
representasi perempuan Tionghoa nonmuslim secara personal di
Kota Singkawang dapat dikatakan mempunyai latar belakang
pengalaman yang kuat. Dari sini dapat saya katakan bahwa
temuan menarik mengenai konteks ini adalah living rekognisi,
yaitu bentuk atau pola yang tampak di dalam konstitusi,
perundang-undangan, dan masyarakat terkait resiprokal
rekognisi karena, pertama, secara internalnya memiliki karakter
individu yang kuat karena dikenal ramah, bicara terkontrol,
cekatan, dan mudah akrab yang menjadikannya berkarisma
hingga mendapat dukungan penuh dari suami dan keluarga.
Kedua, secara sosialnya dengan relasinya kepada masyarakat
budaya dan agama terbilang dekat. Ketiga, secara politik juga
pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Singkawang tahun
2009-2014 dan tiga kali terpilih sebagai anggota DPRD Kota
Singkawang. Ketika terpilih menjadi Kepala Daerah Kota
Singkawang tahun 2017-2022, berbagai inovasi kebijakan dan
prestasi telah dilakukan. Hal lainnya, caranya memimpin juga
berbanding lurus dengan komitmen yang ada pada salah satu
visi-misinya dengan terwujudnya harmoni masyarakat, baik
secara agama, etnis, maupun budaya, dan secara faktual telah
menjadikan Kota Singkawang sebagai Kota Tertoleran di
Indonesia. Atas dasar temuan inilah, perjuangan perempuan
Tionghoa nonmuslim dalam ruang politik di Indonesia dapat
dikatakan sebagai living rekognisi.

Saran

Berdasarkan ulasan sebelumnya mengenai politik rekognisi di
Indonesia dan perjuangan perempuan Tionghoa nonmuslim yang
menjadi Kepala Daerah Kota Singkawang tahun 2017-2022, peneliti
berharap memerlukan saran dan kritik kepada peneliti selanjutnya
untuk memenuhi kesempurnaan dan menjadi berguna. Terdapat
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beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan ke depan
sebagai berikut.

1.

Penelitian mengenai topik politik rekognisi di Indonesia dalam
konteks kajian yang terkonsentrasi pada ilmu hukum dan
pranata sosial Islam sama sekali tidak atau belum menjadi
perhatian utama para peneliti. Bagi saya, topik tersebut sangat
penting untuk dikembangkan lebih jauh lagi dalam kajian ilmu
hukum dan pranata sosial Islam karena persoalan ilmu hukum
tidak melulu berada dalam ranah kajian positivistik dan yang
berhubungan produk hukum, tetapi juga perlu menyentuh
persoalan bekerjanya hukum di dalam praktik sosial
masyarakat.

Kepala daerah di Indonesia sangat perlu memprioritaskan
programnya sesuai kepentingan masyarakat agama, budaya, dan
gender di dalam kebijakannya. Hal ini diperlukan karena
kecenderungan konflik horizontal di Indonesia selalu
berdasarkan pada identitas keagamaan, kebudayaan, dan gender
tertentu. Program pemberdayaan masyarakat menjadi sangat
penting untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Untuk
itu, penggunaan anggaran pemerintah mengenai pemberdayaan
masyarakat harus ditingkatkan sebagai cara untuk meredam
terjadinya konflik horizontal.

Produk hukum mengenai pilkada di Indonesia dari masa
kemerdekaan hingga pasca-Reformasi mengalami perubahan
dan peningkatan yang cukup signifikan. Persamaan kedudukan
antara laki-laki dan perempuan dan paritas partisipatori di dalam
perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan semangat
konstitusi. Namun, bagaimanapun juga perlu ditingkatkan lagi,
misalnya konteks partisipasi perempuan dalam ruang politik
minimal 30% (misalnya, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPRD,
DPD, dan DPRD) lebih dimanfaatkan sebaik mungkin untuk
perempuan di Indonesia.

Keberadaan kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim di
Indonesia hanya terjadi di Kota Singkawang, Kalimantan Barat.
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Pada konteks kajian politik rekognisi, ini menjadi pengetahuan
yang sangat baru sebagai bentuk dari living rekognisi. Untuk itu,
perlu kajian lebih lanjut dalam konteks lain sebagai bentuk
pengayaan dalam Kkajian politik rekognisi dari berbagai
perspektif kajian.
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